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PUTUSAN
Nomor XXX

e\ e\ T\ z

W&”M

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKADANA

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama

dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
belum bekerja, tempat kediaman di Kecamatan Braja
Selebah, Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada KEMARI, S.H., Advokat dan
Konsultan Hukum pada Kantor Hukum KEMARI, S.H.&
Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Maret

2020, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama lIslam, pendidikan SLTA, pekerjaan
wiraswasta, tempat kediaman di KecamatanBraja Selebah,

Kabupaten Lampung Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Maret 2020
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan register
perkara Nomor XXX. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan
pada tanggal 18 Desember 2012, sesuai dengan duplikatAkta Nikah yang
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dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Braja Selebah,
dengan Nomor : XXX, tanggal 18Desember 2012.
2. Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, saling
mencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,
Penggugat berstatus Perawandan Tergugat berstatusJejaka.
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
dirumah milikorang tua Penggugat, hingga akhirnya berpisah.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dantelah dikaruniaianakl
(satu) anak yang diberinama :ANAK, Umur 6 Tahun);
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam
keadaan rukun namun sejak bulan Desember 2013ketentraman rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat
dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
penyebabnya antara lain:

a. Tergugat kurang dalam memenuhi kebutuhan ekonomi (Sering

Menganggur);

b. Seringkeluarmalamtanpaalasan yang jelas;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat terjadi pada bulan April 2014, dimana Penggugat dan Tergugat
bertengkar terus menerus. Tergugat pergi meninggalkan rumah dan
pulang ke rumah orang tuanya sampai saat ini, sejak saat itu antara
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan jarang
berkomunikasi, Tergugat sering meng-upload foto dengan wanita lain
ketika masih berteman di Sosmed (faceebook) dengan Penggugat,
selama Tergugat dan Penggugat berpisah, Tergugat tidak memberikan
nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.
7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga penggugat yang demikian ini,
maka penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah

tangganya dan jalan terbaik adalah bercerai dengan tergugat.
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8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat
dan Tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, Penggugat
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana Cq Majelis Hakim
Pengadilan Agama Sukadana untuk memanggil para pihak, memeriksa,
mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai
berikut:

PRIMER
1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (TERGUGAT)terhadap
Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil adilnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama

Sukadana.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang
didampingi kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan
Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh wakil
atau kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan, meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan
merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini
diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya
perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan
Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha
tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa, berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan
sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat

dilaksanakan;
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Bahwa, dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan
surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya Penggugat tetap
mempertahankan gugatannya dan tidak ada perubahan.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan
jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :
Bukti Surat.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tanggal 18 Desember 2012,
diberi tanda P;
Bukti Saksi.
1. SAKSI 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :
- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga
Penggugat;

- Penggugat dan Tergugat menikah Desember 2012;

- Saat Penggugat dan Tergugat menikah berstatus perawan dan

perjaka;

- Setelah menikah terakhir tinggal di kediaman orang tua

Penggugat;

- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak;

- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi
sejak Desember 2013;

- Saksi pernah melihat/mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat
bertengkar;

- Penyebabnya dikarenakan Tergugat kurang dalam memenuhi
kebutuhan ekonomi keluarga, dan Tergugat sering keluar malam tanpa
alasan yang jelas;

- Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak April 2014 yang lalu, dan

selama berpisah tidak pernah rukun kembali;
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- Selama berpisah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun
bathin;
- Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh keluarga
tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :
- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah
kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat menikah Desember 2012;
- Saat Penggugat dan Tergugat menikah berstatus perawan dan
perjaka;
- Setelah menikah terakhir tinggal di kediaman orang tua
Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi
sejak Desember 2013;
- Saksi pernah melihat/mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat
bertengkar;
- Penyebabnya dikarenakan Tergugat kurang dalam memenuhi
kebutuhan ekonomi keluarga, dan Tergugat sering keluar malam tanpa
alasan yang jelas sampai 2 hari tidak pulang, dan sering upload foto
perempuan lain;
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak April 2014 yang lalu, dan
selama berpisah tidak pernah rukun kembali;
- Selama berpisah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun
bathin;
- Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh keluarga
tetapi tidak berhasil;
Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan

menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam
persidangan, maka perkara aquo tidak dapat dilakukan proses mediasi
sebagaimana dikehendaki Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma No. 1 Tahun
2016 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan
Pasal 154 RBg. serta Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim
sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan
kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada
dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak harmonis sejak Desember 2013, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan sebagaimana dalam gugatan Penggugat.
Akibatnya, sejak April 2014 yang lalu, Penggugat dan Tergugat pisah tempat
tinggal dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun
bathin;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat di atas, Tergugat tidak
mengajukan jawaban karena selama persidangan Tergugat tidak pernah
hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk
menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
sedangkan tidak datangnya ternyata tidak disebabkan karena suatu
halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat
harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek
sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 27 ayat (4) PP No. 9

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan No.0472/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini
menerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat
tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti berupa P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P yang diajukan Penggugat telah
diberi materai dan dinazzegelen, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat
(1) huruf (a) Undang-undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.
pasal 1 huruf (a) dan (f) serta pasal 2 ayat (1) PP No. 24 Tahun 2000, maka
bukti surat tersebut dinyatakan sah dan mempunyai pembuktian yang
sempurna dan mengikat (vollidig en bindende bewijskracht), karenanya
dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa Kutipan Akta
Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat
telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya
berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sesuai
ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU Peradilan Agama Jo. Pasal 22 ayat (2) PP
No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat
memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan dua saksi tersebut merupakan fakta
yang diketahui sendiri mengenai terjadinya percekcokan dan penyebabnya
serta pisahnya Penggugat dan Tergugat, serta keterangannya bersesuaian
antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut
memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg
dan 309 R.Bg. sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangan
dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi-saksi
dan alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta

hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang belum
pernah bercerai;

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
baik-baik saja tetapi kemudian sejak Desember 2013, mulai tidak
harmonis dan sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat kurang
dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, dan Tergugat sering
keluar malam tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa akibatnya kurang lebih sejak April 2014 yang lalu, Penggugat
dan Tergugat pisah tempat tinggal, karena Tergugat tidak memberikan
nafkah lahir kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh
keluarganya, dan Penggugat pula telah dinasehati melalui Majelis Hakim,
tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah
tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri.
Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri secara terus menerus yang
berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun
kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa
ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh,
sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan sulit untuk dapat dirukunkan
kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis
berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk
keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan
atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha

secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah
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tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras
untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat
dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam
sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian Penggugat
tersebut tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang
Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan
tanpa alasan yang sah, maka dianggap bahwa Tergugat tidak membantah/
mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat
Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Figh
Sunnah Jilid Il halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis
Hakim sebagai berikut :

Y Loo sl 0Ss izo il Clicl of vazg il diny iolall s alges i 1519
aills Lgillo lagins oYl o8 olall sacs laglliol g 6 sl ol azo Gl
aisly.

Artinya : Jika gugatan isteri menurut Hakim telah kuat dengan bukti atau
dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakKiti
termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara
keduanya di samping itu Hakim juga sudah tidak bisa lagi
mendamaikan keduanya maka Hakim memutuskan ikatan

perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan
yang sedapat mungkin dihindari, namum apabila tujuan perkawinan sudah

tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi
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sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi
kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan cerai Penggugat
dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat
belum pernah bercerai dan dalam keadaan ba'da dukhul, maka sesuai
maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim
akan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UU
Peradilan Agama dengan segala perubahannya Jo. Pasal 35 PP. No. 9
Tahun 1975, Pengadilan Agama Sukadana melalui Majelis Hakim perlu
memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sukadana untuk
mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan di tempat
kediaman penggugat dan tergugat atau tempat dimana pernikahan
Penggugat dan Terugat dilangsungkan sebagaimana maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama dengan segala perubahannya, biaya perkara
dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut
untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2.  Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3.  Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp. 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);
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Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Sukadana pada hari Senin tanggal 6 April 2020 Masehi bertepatan
dengan tanggal 19 Sya’ban 1441 Hijriyah oleh Shobirin, S.H.l., M.E.Sy.,
sebagai Ketua Majelis, Dr. Dani Ramdani, S.H.l., M.H. dan Dr. Rio Satria,
S.H.l., M.E.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mustofa,
S.H.l. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan

kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Shobirin, S.H.l., M.E.Sy.

Hakim Anggota Hakim Anggota

Dr. Dani Ramdani, S.H.l., M.H. Dr. Rio Satria, S.H.l., M.E.Sy.

Pantera Pengganti

Mustofa, S.H.I.
Perincian biaya :
- Biaya Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Biaya Proses ‘Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 500.000,00
- PNBP Panggilan ‘Rp 20.000,00
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- Biaya Redaksi ‘Rp 10.000,00
- Biaya Meterai :Rp 6.000.00
Jumlah ‘Rp 616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah).
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